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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENETAPAN PERUBAHAN DATA 

ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 

472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR) 

Oleh 

Reza Ali 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akta kelahiran sebagai akta autentik 

yang memberikan kepastian hukum atas status keperdataan seseorang. Namun 

dalam faktanya, seringkali terjadi ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran akibat 

praktik pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang sah. Hal ini terlihat pada 

Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. Pemohon dalam perkara ini secara 

administratif tercatat sebagai anak sah dari paman dan bibinya sendiri. Berdasarkan 

fakta biologis, pemohon merupakan anak luar kawin dari ibu kandung yang 

sebenarnya. Atas dasar tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara untuk memperbaiki asal-usul nasab dan memulihkan hak 

keperdataannya melalui perubahan data orang tua pada akta kelahiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penetapan 

perubahan data orang tua pada akta kelahiran, pertimbangan hukum oleh hakim 

dalam memutus perkara, serta akibat hukum terhadap status keperdataan pemohon. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan ialah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan analisa data secara kualitatif, 

sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan hukum 

penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran memiliki legitimasi yuridis 

yang sah dan kuat. Hal ini didasarkan pada Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi 

Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya 

wajib dengan adanya penetapan pengadilan negeri. Pertimbangan hukum oleh 

hakim dalam memutus perkara didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi, 

serta keyakinan hakim yang menilai adanya kesesuaian antara fakta biologis dengan 

permohonan yang diajukan. Akibat hukum terhadap status keperdataan pemohon 

ialah berubahnya status keperdataan pemohon menjadi anak luar kawin dari ibu 

kandungnya, timbul hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari garis ibu, serta 

memberikan kepastian hukum administratif melalui Pencatatan Sipil. 

Kata kunci: Akta Kelahiran, Perubahan Data Orang Tua, Penetapan Pengadilan  
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ABSTRACT 

JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DETERMINATIONS ON PARENTAL 

DATA AMENDMENTS IN BIRTH CERTIFICATES (CASE STUDY OF 

DECISION NO. 472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR) 

By 

Reza Ali 

This research is motivated by the significance of birth certificates as authentic 

documents that provide legal certainty regarding a person’s civil status. In practice, 

however, discrepancies in birth certificate data often occur due to child adoption 

conducted without lawful procedures. Such circumstances are evident in Decision 

No. 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, where the petitioner was administratively recorded 

as the legitimate child of his uncle and aunt, while biologically he was the 

illegitimate child of his biological mother. On this basis, the petitioner submitted an 

application to the North Jakarta District Court to correct lineage and restore his 

civil rights through the amendment of parental data on the birth certificate. 

This study aims to analyze the legal standing of court rulings on amendments to 

parental data in birth certificates, the judicial considerations underlying such 

decisions, and the legal consequences for the petitioner’s civil status. The research 

employs normative legal methods with a descriptive approach, utilizing statutory 

and case approaches. The data consist of secondary sources, including primary, 

secondary, and tertiary legal materials, collected through literature and document 

studies. The data were analyzed qualitatively to produce systematic conclusions 

aligned with the research problem. 

The findings demonstrate that the legal standing of court rulings on amendments to 

parental data in birth certificates possesses valid and strong juridical legitimacy. 

This is based on Article 56 paragraph (1) of the Population Administration Law, 

which stipulates that the recording of other vital events requires a district court 

ruling. Judicial considerations in this case were grounded in documentary 

evidence, witness testimony, and the judge’s conviction regarding the consistency 

between biological facts and the petition submitted. The legal consequences include 

the alteration of the petitioner’s civil status to that of an illegitimate child of his 

biological mother, the establishment of legal relations with the mother and her 

maternal family, and the provision of administrative legal certainty through civil 

registration. 

Keywords: Birth Certificate, Amendment of Parental Data, Court Determination  
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MOTO 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu…”  

(QS. An-Nisa: 58) 

 

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada 

pendidikan akhlak mulia.” 

(HR. Tirmidzi No. 1952) 

 

“Jadilah seperti mata air. Kalau kamu baik, pasti di sekitarmu juga akan baik. 

Tetapi kalau kamu kotor, di sekelilingmu pun juga akan mati.” 

(Bacharuddin Jusuf Habibie) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

setiap aspek kehidupan berbangsa harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. 

Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 

penentuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia melalui 

pemberian dokumen kependudukan sesuai tujuan negara yang tertuang dalam 

alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dokumen kependudukan merupakan 

produk hasil kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan.1 

Identitas hukum seseorang merupakan hak fundamental yang dijamin oleh negara 

melalui instrumen administrasi kependudukan. Akta kelahiran memiliki kedudukan 

penting sebagai bukti autentik dalam sistem hukum keperdataan di Negara 

Indonesia. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar dalam sistem 

administrasi kependudukan sebagai suatu bukti kelahiran seseorang yang di 

dalamnya termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, sekaligus mencatat hubungan 

hukum antara anak dengan orang tuanya.2 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 

 
1 Nugraha, I Nyoman Aditya; Sarjana, I Made. (2023). “Perubahan Nama pada Akta 

Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung”, 

Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 1 (No. 4), pp. 288–302. DOI: 

https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.757 
2 Setyawan, R. (2021). Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Bukti Autentik dalam Sistem 

Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia, 28(3), hlm. 201–218. 
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Tahuin 2013, Akta kelahiiran buikan hanya sebagaii catatan admiiniistratiif saja, 

melaiinkan pengakuian negara atas eksiistensii seorang iindiiviidui dan landasan bagii 

perolehan hak-hak siipiil dan hak-hak priivat laiinnya. Tanpa dokuimen akta kelahiiran, 

seorang iindiiviidui dapat menghadapii berbagaii kesuiliitan dalam mengakses layanan 

puibliik yang tersediia, sepertii dalam hal mengakses pendiidiikan, kesehatan, jamiinan 

sosiial, serta berpartiisiipasii dalam proses demokrasii dii Iindonesiia. 

Akta kelahiiran yang akuirat dan mencermiinkan fakta-fakta seorang iindiiviidui tiidak 

selalui terwuijuid dalam praktiik yang berlakui dii lapangan. Berbagaii faktor dapat 

menyebabkan terjadiinya ketiidaksesuiaiian antara data yang tercantuim dalam akta 

kelahiiran dengan realiita yang sebenarnya. Salah satui faktor yang dapat 

menyebabkan masalah tersebuit iialah periihal adopsii anak, baiik melaluiii proseduir 

huikuim yang formal mauipuin melaluiii proseduir yang iinformal.  

Ketiidaksesuiaiian data dalam akta kelahiiran, sepertii nama orang tuia yang berbeda 

dengan iidentiitas aslii, dapat puila terjadii karena kesalahan dalam pencatatan data 

atauipuin peruibahan statuis perkawiinan orang tuia yang dapat mengakiibatkan 

iinformasii dalam akta kelahiiran menjadii tiidak akuirat. Hal iinii dapat meniimbuilkan 

konsekuiensii huikuim yang seriiuis dii kemuidiian harii. Konsekuiensii yang muingkiin 

terjadii iialah terdapat masalah dalam konteks mengakses layanan puibliik ataui bahkan 

dalam proses pembuiktiian statuis huikuim dii masa depan.3 

Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan, 

sebagaiimana telah diiuibah dengan Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2013, 

mengatuir secara jelas mengenaii pencatatan kelahiiran dan penerbiitan akta kelahiiran. 

Uindang-Uindang iinii juiga mewajiibkan setiiap kelahiiran uintuik diicatatkan oleh 

iinstansii yang berwenang dan memberiikan hak kepada setiiap warga negara uintuik 

memiiliikii akta kelahiiran yang akuirat dan lengkap. Meskiipuin demiikiian, biisa saja 

terjadii kekeliiruian ataui ketiidakakuiratan dalam data akta kelahiiran, sehiingga diisuisuin 

puila mekaniisme uintuik memperbaiikii ataui menguibah data yang ada. 

Pasal 56 Uindang-Uindang Admiiniistrasii Kependuiduikan menegaskan bahwa 

peruibahan data kependuiduikan termasuik data orang tuia pada akta kelahiiran hanya 

 
3 M. Ali Lubis & Muhammad Hidayat. (2017). Hukum Keluarga di Indonesia, Jakarta: 

Kencana, hlm. 88. 
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sah uintuik diilakuikan apabiila telah ada puituisan pengadiilan. Ketentuian iinii 

menekankan bahwa pengadiilan memegang peran pentiing sebagaii piihak yang 

berwenang uintuik mengesahkan dan melegaliisasii peruibahan data tersebuit. 

Berkaiitan dengan hal tersebuit, peran pengadiilan menjadii sangat pentiing sebagai i 

otoriitas yang dapat menetapkan keabsahan peruibahan data melaluiii mekaniisme 

permohonan perdata dan puituisannya menjadii landasan huikuim bagii iinstansii 

kependuiduikan uintuik mereviisii data dii siistem catatan siipiil, sekaliiguis memberiikan 

kepastiian huikuim dan perliinduingan terhadap hak piihak-piihak terkaiit.  

Salah satui contoh nyata yang menjadii perhatiian dalam peneliitiian iinii adalah kasuis 

permohonan peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran sebagaiimana tercantuim 

dalam Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr. Pada perkara tersebuit, pemohon 

melakuikan permohonan kepada pengadiilan karena iingiin menguibah data orang 

tuianya dalam akta kelahiiran agar sesuiaii dengan fakta biiologiis dan huikuim yang 

sebenarnya. Permohonan iinii kemuidiian diiiimplementasiikan dalam praktiiknya 

sebagaiimana tertuiang dalam Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr. Puituisan 

iinii meliibatkan permohonan darii seorang perempuian bernama Ariiva. 

Ariiva meruipakan seorang anak yang lahiir dii Jakarta pada tanggal 9 Juilii 1980, dan 

dii dalam akta kelahiirannya tercatat bahwa orang tuianya adalah Djempol Suitanto 

dan The Ke Tjiie. Namuin, seiiriing berjalannya waktui, Ariiva kiinii telah mengetahuiii 

bahwa Djempol Suitanto dan The Ke Tjiie buikanlah orang tuia kanduingnya, 

melaiinkan mereka hanyalah paman dan biibii Ariiva yang mengangkatnya tanpa 

melaluiii proseduir huikuim yang formal diikarenkan permasalahan ekonomii orang tuia 

aslii Ariiva. Orang tuia kanduing Ariiva adalah Huisiin Riimba Liim (ayah) dan The A 

Dek (iibui). Huisiin Riimba Liim telah meniinggal duiniia pada tahuin 2011, sementara 

The A Dek masiih hiiduip dan tiinggal dii Jakarta Uitara. 

Ariiva kemuidiian mengajuikan permohonan ke Pengadiilan Negerii Jakarta Uitara 

uintuik menguibah data orang tuianya dalam akta kelahiiran. Iia iingiin agar akta 

kelahiirannya mencantuimkan The A Dek sebagaii iibui kanduingnya, dengan statuis 

sebagaii anak luiar kawiin. Ariiva juiga mengajuikan berbagaii buiktii uintuik menduikuing 

permohonannya, termasuik akta kelahiiran, kartui keluiarga, suirat keterangan 
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kematiian ayah kanduing, serta pernyataan tertuiliis darii orang tuia angkat yang 

mengakuiii bahwa mereka buikanlah orang tuia kanduing Ariiva. 

Kasuis iinii menyorotii beberapa iisui pentiing dalam huikuim admiiniistrasii kependuiduikan 

dan huikuim keluiarga dii Iindonesiia. Hal tersebuit diikarenakan kasuis iinii 

menggambarkan kompleksiitas yang tiimbuil dalam praktiik adopsii anak yang 

diilakuikan tanpa proseduir huikuim yang formal. Pada masyarakat dii Iindonesiia, 

praktiik adopsii anak tanpa proseduir huikuim yang formal masiih sangat uimuim uintuik 

diilakuikan. Fenomena tersebuit tampak nyata dalam kehiiduipan masyarakat, 

khuisuisnya terkaiit praktiik pengangkatan anak yang hiingga kiinii beluim diiakuiii 

sebagaii lembaga huikuim yang resmii dan transparan. Kondiisii iinii menjadii salah satui 

faktor uitama mengapa pengangkatan anak masiih meniimbuilkan berbagaii persoalan 

dii tengah masyarakat.4 Akiibatnya, anak yang diiangkat iinii dapat menghadapii 

berbagaii masalah dii kemuidiian harii ketiika iingiin menguiruis dokuimen kependuiduikan 

dan mewariisii harta darii orang tuia angkatnya. 

Kasuis iinii juiga mengangkat iisui tentang hak-hak anak luiar kawiin. Anak yang lahiir 

dii luiar perkawiinan yang sah memiiliikii hak-hak yang berbeda dengan anak yang lahiir 

dalam perkawiinan secara resmii. Meskiipuin demiikiian, Mahkamah Konstiituisii dalam 

Puituisan Nomor 46/PUiUi-VIiIiIi/2010 telah mengeluiarkan puituisan yang mengakuiii 

hak-hak anak luiar kawiin, termasuik hak uintuik diiakuiii oleh ayah kanduingnya dan hak 

uintuik mewariisii harta darii ayahnya. 

Puituisan nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr mengabuilkan uintuik seluiruihnya 

permohonan Ariiva. Hakiim mempertiimbangkan berbagaii buiktii yang diiajuikan oleh 

Pemohon, termasuik keterangan saksii-saksii yang menguiatkan bahwa The A Dek 

adalah iibui kanduing Ariiva. Hakiim juiga mempertiimbangkan kepentiingan terbaiik 

anak, yaiitui agar Ariiva memiiliikii iidentiitas huikuim yang sesuiaii dengan fakta 

biiologiisnya dan dapat mengakses hak-haknya sebagaii warga negara. 

Puituisan iinii tentuinya memiiliikii iimpliikasii huikuim yang siigniifiikan. Puituisan iinii 

menegaskan kembalii mengenaii kewenangan pengadiilan uintuik menguibah data 

 
4 Indrisa, Echa & Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. (2025). “Analisis Terhadap 

Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Magashid Syariah”, Jurnal USM Law Review, Vol. 

8 (No. 3), pp. 1440–1458. Available at: (e-journal.usm.ac.id in Bing) (Accessed: 25 January 2026). 



5 

 

orang tuia dalam akta kelahiiran, sebagaiimana diiatuir dalam Pasal 56 Uindang-

Uindang Admiiniistrasii Kependuiduikan. Puituisan iinii juiga menuinjuikkan bahwa 

pengadiilan dapat mempertiimbangkan buiktii-buiktii non-formal, sepertii keterangan 

saksii, dokuimen beruipa akta notariis, dan suirat pernyataan dalam memuituis suiatui 

perkara perdata, selama buiktii-buiktii tersebuit menyajiikan fakta-fakta yang menuiruit 

huikuim cuikuip uintuik memberiikan kepastiian dan pembuiktiian yang meyakiinkan 

kepada majeliis hakiim mengenaii terjadiinya periistiiwa ataui huibuingan huikuim5.  

Berdasarkan latar belakang tersebuit, maka penuiliis tertariik iingiin mengetauihii, 

menganaliisiis, dan mendeskriipsiikan mengenaii keduiduikan huikuim penetapan 

peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran, pertiimbangan hakiim dalam 

memuituiskan perkara peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran dan juiga akiibat 

huikuim penetapan peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran yang akan 

diituiangkan dalam peneliitiian skriipsii yang berjuiduil “Analisis Yuridis Kedudukan 

Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran (Studi Putusan 

Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr).” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diiuiraiikan oleh penuiliis dii atas, dengan iinii 

penuiliis meruimuiskan beberapa ruimuisan masalah sebagaii objek dalam peneliitiian iinii, 

diiantaranya: 

1. Bagaiimanakah keduiduikan huikuim penetapan peruibahan data orang tuia pada akta 

kelahiiran dalam Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr, diitiinjaui darii 

Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan 

sebagaiimana diiuibah dengan Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2013? 

2. Bagaiimana pertiimbangan huikuim oleh hakiim dalam memuituis perkara 

permohonan peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran dalam Puituisan 

Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr? 

 
5 Abdulkadir Muhammad. (2023). Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 126. 
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3. Apa saja akiibat huikuim darii penetapan peruibahan data orang tuia pada akta 

kelahiiran dalam Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr terhadap statuis 

keperdataan Pemohon? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliitiian iinii mencakuip duia ruiang liingkuip, yaiitui ruiang liingkuip pembahasan dan 

ruiang liingkuip biidang iilmui. Ruiang liingkuip pembahasan berfokuis pada keduiduikan 

huikuim penetapan peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran dengan mengkajii 

Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr, khuisuisnya terkaiit aspek legaliitas 

pencatatan siipiil, pertiimbangan huikuim oleh hakiim dalam memuituis perkara, serta 

akiibat huikuimnya terhadap statuis keperdataan pemohon. Sedangkan ruiang liingkuip 

biidang iilmui yang diiguinakan dalam peneliitiian iinii iialah huikuim keperdataan, yang 

berfokuis pada aspek admiiniistrasii kependuiduikan dan huikuim orang sebagaii salah 

satui bagiian darii siistem huikuim perdata dii Iindonesiia yang mana mengatuir tentang 

manuisiia sebagaii suibjek huikuim, wewenang huikuim, kecakapan bertiindak, domiisiilii, 

dan catatan siipiil. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ruimuisan masalah yang telah diiuiraiikan sebeluimnya, maka peneliitiian 

iinii bertuijuian uintuik: 

1. Mengetahuiii, menganaliisiis, dan mendeskriipsiikan keduiduikan huikuim penetapan 

peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran dalam Puituisan Nomor 

472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr berdasarkan Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 

tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan sebagaiimana diiuibah dengan Uindang-

Uindang Nomor 24 Tahuin 2013. 

2. Mengetahuiii, menganaliisiis dan mendeskriipsiikan dasar pertiimbangan huikuim 

hakiim dalam memuituiskan perkara permohonan peruibahan data orang tuia pada 

akta kelahiiran. 

3. Mengetahuiii, menganaliisiis, dan mendeskriipsiikan akiibat huikuim darii penetapan 

peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran khuisuisnya terhadap statuis 

keperdataan pemohon. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Peneliitiian iinii diiharapkan dapat memberiikan manfaat yang mencakuip manfaat 

teoriitiis dan manfaat praktiis, yaiitui: 

1. Manfaat Teoriitiis 

Peneliitiian iinii diiharapkan dapat menambah pengetahuian dan wawasan masyarakat 

luias, khuisuisnya dalam biidang huikuim admiiniistrasii kependuiduikan dan huikuim 

keperdataan. Peneliitiian iinii memperjelas keduiduikan akta kelahiiran sebagaii akta 

auitentiik dalam siistem huikuim dii Iindonesiia, serta menguiraiikan bagaiimana 

peruibahan data dii dalamnya haruis tuinduik pada priinsiip legaliitas dan pembuiktiian 

formal. Selaiin iitui, peneliitiian iinii juiga memperluias pemahaman mengenaii statuis 

keperdataan seseorang, khuisuisnya dalam hal huibuingan huikuim antara anak dan 

orang tuia, hak wariis, serta legiitiimasii huikuim yang melekat pada akta kelahiiran. 

2. Manfaat Praktiis 

a. Peneliitiian iinii diiharapkan menjadii sarana uintuik meniingkatkan kapasiitas 

iintelektuial dan kompetensii akademiik penuiliis dalam biidang iilmui huikuim, 

khuisuisnya huikuim keperdataan. Melaluiii kajiian mendalam terhadap aspek 

normatiif dan praktiik yuiriidiis terkaiit peruibahan data orang tuia dalam akta 

kelahiiran. 

b. Peneliitiian iinii diiguinakan sebagaii bagiian darii pemenuihan salah satui syarat 

akademiik uintuik memperoleh gelar Sarjana Huikuim (S.H.) pada Program 

Stuidii Iilmui Huikuim, Fakuiltas Huikuim, Uiniiversiitas Lampuing, dengan fokuis 

pada konsentrasii huikuim keperdataan.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Hukum Orang  

2.1.1. Pengertian Hukum Orang  

Huikuim Orang secara iistiilah berasal darii terjemahan kata Personenrecht dalam 

Bahasa Belanda dan Personal Law dalam Bahasa Iinggriis. Menuiruit Prof. Suibektii, 

Huikuim Orang meruipakan sebuiah peratuiran tentang manuisiia sebagaii salah satui 

suibjek huikuim yang beriisii pengatuiran-pengatuiran periihal kecakapan uintuik 

memiiliikii hak dan kewajiiban uintuik biisa bertiindak secara mandiirii dalam 

melaksanakan hak-haknya iitui dan hal-hal yang mempengaruihii kecakapan iitui. 

Sedangkan menuiruit Prof. Saliim H.S. mengemuikakan bahwa Huikuim Orang juiga 

dapat diiartiikan sebagaii keseluiruihan kaiidah-kaiidah huikuim yang cakuipannya 

mengatuir mengenaii suibjek huikuim dan wewenangnya, kecakapannya, domiisiilii, dan 

catatan siipiil.6 

Secara keseluiruihan jiika meliihat pada keduia pengertiian Huikuim Orang dii atas, 

pendefiiniisiian oleh Prof. Saliim H.S. lebiih lengkap dan menyeluiruih. Hal tersebuit 

diikarenakan Huikuim Orang beriisii tentang defiiniisii huikuim orang secara uimuim 

meliipuitii suibjek huikuim darii aspek ruiang liingkuipnya dan meniitiikberatkan pada 

wewenang suibjek huikuim dan ruiang liingkuip pengatuiran Huikuim Orang. 

Menuiruit Prof. Saliim H.S., pengertiian wewenang iialah suiatui hak dan kekuiasaan darii 

seseorang uintuik melakuikan suiatui perbuiatan huikuim. Wewenang dii siinii diibedakan 

menjadii wewenang uintuik memiiliikii hak (Rechtsbevoegdheiid), dan wewenang uintuik 

menjalankan suiatui perbuiatan huikuim serta faktor-faktor yang mempengaruihiinya.7 

Dapat diisiimpuilkan bahwa semuia orang pada dasarnya memiiliikii hak, tetapii tiidak 

 
6 H. S., Salim. (2021). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 19. 
7 Ibid., hlm. 20. 
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semuia orang memiiliikii kewenangan huikuim. Menuiruit Pasal 330 KUiH Perdata 

(BW), orang yang berwenang uintuik melakuikan perbuiatan huikuim iialah orang yang 

telah mencapaii uisiia dewasa yaknii telah mencapaii uisiia 21 tahuin dan ataui suidah 

kawiin.  

2.1.2. Pengaturan dan Pembagian Hukum Orang  

Huikuim Orang ataui Personenrecht meruijuik pada siistematiika Kiitab Uindang-Uindang 

Huikuim Perdata yang diiuindangkan pada tanggal 30 Apriil 1847, Staatsblad Nomor 

23 yang muilaii diiberlakuikan pada tanggal 1 Meii 1848, terdapat dii dalam Buikui Ii 

KUiH Perdata (BW). KUiH Perdata (BW) yang diiapliikasiikan berdasarkan Huikuim 

Perdata Belanda (Buirgerliijke Wetboek) masiih tetap berlakui dii Iindonesiia hiingga saat 

iinii. Hal tersebuit diidasarkan pada ketentuian dalam Pasal IiIi Atuiran Peraliihan UiUiD 

1945 yang berbuinyii: “Segala badan negara dan peratuiran yang ada masiih langsuing 

berlakui selama beluim diiadakan yang barui menuiruit Uindang-Uindang Dasar iinii iinii.”8 

Hal tersebuit memiiliikii artii bahwa Huikuim Perdata yang berlakui pada zaman Hiindiia 

Belanda masiih tetap berlakui dii Iindonesiia hiingga saat iinii sampaii diiadakan yang 

barui. 

Buikui Ii KUiH Perdata (BW) iinii tiidak mengatuir mengenaii Huikuim Orang saja, 

melaiinkan juiga mengatuir mengenaii Huikuim Keluiarga. Buikui Ii KUiH Perdata (BW) 

tentang Huikuim Orang terdiirii darii 18 Bab dan 495 pasal, dan masiing-masiing bab 

diibagii lagii ke dalam beberapa bagiian. Hal-hal yang diiatuir dalam Buikui Ii KUiH 

Perdata (BW) iialah sebagaii beriikuit: Meniikmatii dan kehiilangan hak-hak kewargaan; 

Akta catatan siipiil; Tempat tiinggal (domiisiilii); Perkawiinan; Hak dan kewajiiban 

suiamii-iistrii; Persatuian harta kekayaan; Perjanjiian kawiin; Persatuian ataui perjanjiian 

kawiin dalam perkawiinan uintuik keduia kaliinya dan seteruisnya; Perpiisahan harta 

perkawiinan; Pembuibaran perkawiinan; Perpiisahan meja dan ranjang; Kebapakan 

dan ketuiruinan anak-anak; Kekeluiargaan sedarah dan semenda; Kekuiasaan orang 

tuia; Kebeluimdewasaan dan perwaliian; Perluinakan (handeliichtiing); Pengampuian; 

Keadaan tak hadiir. Secara gariis besar, Buikui Ii KUiH Perdata (BW) menjadii piijakan 

 
8 Ibid., hlm. 12 
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uitama ataui dasar pengatuiran huibuingan priibadii dan keluiarga dalam masyarakat 

sehiingga terciipta keteratuiran dan kepastiian huikuim dalam masyarakat. 

2.2. Catatan Sipil  

2.2.1. Pengertian Catatan Sipil  

Catatan siipiil ataui yang biiasa diisebuit juiga dengan Buirgerliijke Stand dalam Bahasa 

Belanda telah diiatuir dalam Bab IiIi Buikui Ii KUiH Perdata (BW) yang terdiirii atas tiiga 

bagiian dan 13 pasal diimuilaii darii Pasal 4 KUiH Perdata (BW) sampaii dengan Pasal 

16 KUiH Perdata (BW). Ketentuian-ketentuian tentang catatan siipiil tersebuit pada 

dasarnya meruipakan peratuiran catatan siipiil pemeriintahan Hiindiia Belanda dengan 

tuijuian uintuik mencegah terjadiinya kekosongan huikuim dii biidang catatan siipiil.9  

Catatan siipiil meruipakan suiatui lembaga negara yang berfuingsii menyelenggarakan 

pendaftaran, pencatatan, dan pembuikuian secara lengkap serta transparan, dengan 

tuijuian uitama memberiikan kepastiian huikuim atas periistiiwa-periistiiwa pentiing dalam 

kehiiduipan seseorang, sepertii kelahiiran, pengakuian anak, perkawiinan, dan 

kematiian.  

Pasal 16 Niieuiw Buirgerliijk Wetboek (NBW) Belanda mauipuin KUiH Perdata (BW) 

menjelaskan bahwa pencatatan siipiil diiposiisiikan sebagaii iinstiituisii yang berwenang 

melakuikan regiistrasii keduiduikan huikuim iindiiviidui, mencakuip kelahiiran, 

perkawiinan, perceraiian, huibuingan orang tuia-anak, serta kematiian. Dengan 

demiikiian, pencatatan siipiil tiidak hanya berperan admiiniistratiif, tetapii juiga memiiliikii 

fuingsii normatiif dalam menjamiin kejelasan statuis huikuim priibadii seseorang dii 

hadapan masyarakat dan negara.10 

Sejak bangsa Iindonesiia Merdeka pada tanggal 17 Aguistuis 1945, telah diitetapkan 

berbagaii peratuiran dii bawah Uindang-Uindang yang mengatuir tentang catatan siipiil 

antara laiin: 

1. Iinstruiksii Presiidiiuim Kabiinet Ampera No. 31/Ui/IiN/12/1966 tentang hapuisnya 

penuiliisan golongan penduiduik; 

 
9 Ibid., hlm. 40-41. 
10 Darwis, Rustan dkk. (2022). Hukum Perdata. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 

hlm. 100. 
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2. Kepuituisan Presiiden No. 12 tahuin 1983 tentang Penataan dan Peniingkatan 

Pembiinaan Penyelenggaraan Catatan Siipiil; 

3. Kepuituisan Menterii Dalam Negerii Nomor 54 Tahuin 1983 tentang organiisasii dan 

tata kerja kantor Catatan Siipiil.11 

2.2.2. Jenis-Jenis Akta Catatan Sipil  

Berdasarkan Kepuituisan Menterii Dalam Negerii Nomor 54 Tahuin 1983 tentang 

Organiisasii dan Tata Kerja Kantor Catatan Siipiil Kabuipaten/kota Madya, diisebuitkan 

dalam Kepuituisan tersebuit bahwa terdapat liima jeniis akta catatan siipiil yang 

diikeluiarkan oleh Kantor Catatan Siipiil Kabuipaten/Kotamadya. Akta catatan siipiilnya 

yaiitui:  

1. Akta kelahiiran, akta kelahiiran adalah suiatui akta yang diikeluiarkan oleh pejabat 

yang berwenang yang berkaiitan dengan adanya kelahiiran;  

2. Akta perkawiinan, akta perkawiinan adalah suiatui akta yang diikeluiarkan ataui 

diiterbiitkan oleh pejabat yang berwenang dan berkaiitan dengan adanya 

perkawiinan;  

3. Akta perceraiian, akta perceraiian adalah akta yang diiterbiitkan oleh pejabat yang 

berwenang setelah adanya puituisan pengadiilan;  

4. Akta pengakuian dan pengesahan anak, akta pengakuian dan pengesahan anak 

adalah suiatui akta yang diiterbiitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaiitan 

dengan pengakuian dan pengesahan anak luiar kawiin; 

5. Akta kematiian, akta kematiian adalah suiatui akta yang diiterbiitkan oleh pejabat 

yang berwenang, yang berkaiitan dengan meniinggalnya seseorang.12 

 
11 Ibid., hlm. 100. 
12 H. S., Salim., Op. Cit., hlm. 42. 
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2.3. Akta  

2.3.1. Pengertian Akta 

Iistiilah ataui perkataan "akta" dalam bahasa Belanda diisebuit "Acte"/ "acta" dan 

dalam bahasa Iinggriis diisebuit "Act"/"deed". Menuiruit pendapat uimuim, akta 

mempuinyaii duia artii, yaiitui: 

1. Perbuiatan (handliing) ataui perbuiatan huikuim (rechtshandeliing). 

2. Suiatui tuiliisan yang diibuiat uintuik diipakaii ataui uintuik diiguinakan sebagaii perbuiatan 

huikuim tertentui yaiitui beruipa tuiliisan yang diituinjuikan kepada pembuiktiian tertentui 

Akta adalah suirat yang memuiat periistiiwa-periistiiwa yang menjadii dasar suiatui hak 

dan dii tanda tanganii dengan tuijuian uintuik diijadiikan sebagaii alat buiktii.13 

Menuiruit Kamuis Besar Bahasa Iindonesiia (KBBIi), akta diipahamii sebagaii suiatui 

dokuimen resmii yang memiiliikii fuingsii pembuiktiian terhadap pernyataan, keterangan, 

pengakuian, mauipuin kepuituisan huikuim. Akta pada hakiikatnya meruipakan 

pernyataan mengenaii suiatui periistiiwa huikuim yang diisuisuin berdasarkan ketentuian 

peruindang-uindangan serta memperoleh legiitiimasii darii pejabat yang berwenang.14 

2.3.2. Jenis-Jenis Akta 

Berdasarkan Pasal 1867 KUiH Perdata (BW) menjelaskan bahwa pembuiktiian 

dengan tuiliisan hanya dapat diilakuikan melaluiii akta auitentiik mauipuin akta dii bawah 

tangan (akta tiidak auitentiik). Ketentuian iinii menuinjuikkan bahwa huikuim perdata 

Iindonesiia membedakan duia jeniis akta sebagaii alat buiktii tertuiliis. Dengan demiikiian, 

Pasal 1867 KUiH Perdata (BW) membagii akta ke dalam duia kategorii uitama yang 

masiing-masiing memiiliikii karakteriistiik serta konsekuiensii huikuim berbeda dalam 

proses pembuiktiian. 

1. Akta Auitentiik 

 
13 Victorianus, Randa Puang. (2011). Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam 

Penjatuhan Putusan Pailit. Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, hlm. 22. 
14 KBBI Daring. (n.d.). “Akta”. Available at: https://kbbi.web.id/akta (Accessed: 5 

December 2025). 
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Berdasarkan Pasal 1868 KUiH Perdata (BW), Suiatui akta auitentiik iialah suiatui akta 

yang diibuiat dalam bentuik yang diitentuikan uindang-uindang oleh ataui diihadapan 

pejabat uimuim yang berwenang uintuik iitui dii tempat akta iitui diibuiat. 

Akta Auitentiik adalah suiatui akta yang diilbuiat oleh ataui dii hadapan pejabat puibliik 

yang berwenang uintuik iitui, sebagaii buiktii yang lengkap (sempuirna) bagii keduia belah 

piihak dan ahlii wariisnya serta orang yang mendapat hak dariinya tentang segala hal 

yang tertuiliis dalam akta. Pejabat puibliik yang diiberii wewenang oleh uindang-uindang 

uintuik membuiat akta auitentiik, antara laiin, notariis, pegawaii catatan siipiil, paniitera 

pengadiilan, dan juirui siita. Dalam melakuikan pekerjaannya, pejabat puibliik yang 

bersangkuitan wajiib tuinduik pada syarat dan ketentuian uindang-uindang yang 

berlakui.15 

Salah satui contoh darii akta auitentiik adalah akta kelahiiran. Akta kelahiiran 

meruipakan dokuimen auitentiik dalam admiiniistrasii kependuiduikan yang diibuiat dan 

diikeluiarkan oleh pejabat yang berwenang (pegawaii catatan siipiil) serta memiiliikii 

pembuiktiian yang sempuirna. Akta kelahiiran adalah suiatui dokuimen iidentiitas 

auitentiik yang wajiib diimiiliikii oleh setiiap warga negara dan sebagaii alat buiktii yang 

sah terkaiit statuis dan priistiiwa kelahiiran seseorang juiga termasuik hak setiiap anak 

Iindonesiia yang diikeluiarkan oleh Diinas Kependuiduikan dan Pencatatan Siipiil.16 

2. Akta Tiidak Auitentiik (Akta Dii bawah Tangan) 

Akta tiidak auitentiik ataui yang seriing diisebuit juiga sebagaii akta dii bawah tangan 

meruipakan terjemahan darii Bahasa Belanda yaknii “onderhandsch acte” yang 

“berartii dii bawah tangan”. Akta dii bawah tangan diikatakan sebagaii akta tiidak 

auitentiik karena akta tersebuit tiidak diibuiat oleh ataui dii hadapan pejabat puibliik yang 

berwenang dan diibuiat sendiirii oleh piihak-piihak yang bersangkuitan.17 

Berdasarkan Pasal 1874 KUiH Perdata (BW) menyatakan bahwa “Yang diianggap 

sebagaii tuiliisan dii bawah tangan adalah akta yang diitandatanganii dii bawah tangan, 

suirat, daftar, suirat uiruisan ruimah tangga dan tuiliisan-tuiliisan yang laiin yang diibuiat 

 
15 Abdulkadir Muhammad. (2023). Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 131. 
16 Ibid., hlm. 132. 
17 Ibid., hlm. 134. 
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tanpa perantaraan seorang pejabat uimuim. Proses penandatanganan sebuiah tuiliisan 

dii bawah tangan diisamakan pembuibuihan suiatui cap jempol dengan suiatui pernyataan 

yang bertanggal darii seorang Notariis ataui seorang pejabat laiin yang diituinjuik oleh 

uindang-uindang yang menyatakan bahwa pembuibuih cap jempol iitui diikenal olehnya 

ataui telah diiperkenalkan kepadanya, bahwa akta telah diijelaskan kepada orang iitui, 

dan bahwa setelah iitui cap jempol tersebuit diibuibuihkan pada tuiliisan tersebuit dii 

hadapan pejabat yang bersangkuitan ataui berwenang.” 

2.4. Akta Kelahiran  

Akta kelahiiran tersuisuin darii duia iistiilah, yaknii “akta” dan “kelahiiran”. Akta 

diipahamii sebagaii dokuimen beruipa suirat pentiing yang berfuingsii sebagaii alat buiktii. 

Menuiruit Kamuis Besar Bahasa Iindonesiia (KBBIi), akta meruipakan suirat buiktii yang 

memuiat pernyataan, pengakuian, mauipuin kepuituisan atas suiatui periistiiwa huikuim, 

yang diibuiat sesuiaii ketentuian peruindang-uindangan serta diisahkan oleh pejabat 

berwenang. Sementara iitui, kelahiiran diimaknaii sebagaii proses lahiirnya seorang 

anak darii rahiim iibui. Dengan demiikiian, akta kelahiiran dapat diiartiikan sebagaii 

dokuimen resmii yang diiterbiitkan oleh pemeriintah melaluiii pejabat pencatatan siipiil, 

yang berkaiitan langsuing dengan periistiiwa kelahiiran seseorang dan berfuingsii 

memberiikan kepastiian huikuim atas statuis keperdataannya.18 

Menuiruit Komiisii Perliinduingan Anak Iindonesiia (KPAIi), akta kelahiiran meruipakan 

iinstruimen yuiriidiis yang menegaskan iidentiitas seorang anak sekaliiguis menjadii 

bagiian iintegral darii pemenuihan hak-hak siipiil dan poliitiik yang melekat pada setiiap 

warga negara.19 Dalam pandangan M. Ghuifran H. dan Kordii K., akta kelahiiran 

diiposiisiikan sebagaii iinstruimen huikuim yang menegaskan legiitiimasii keberadaan 

 
18 Setiawan, Hari Harjanto. (2017). “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri 

Kewarganegaraan Anak”, Sosio Informa, Vol. 3 (No. 01), pp. 26–33. Available at: https://e-

journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/520/459 (Accessed: 7 December 

2025). 
19 Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). Akta Kelahiran adalah Hak Setiap Anak 

Indonesia: Batalkan UU yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran. Available at: 

https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-

batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran (Accessed: 1 December 2025). 

https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/520/459
https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/520/459
https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran
https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran
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iindiiviidui sekaliiguis menjadii buiktii formal pengakuian negara terhadap statuis 

kewarganegaraan seseorang.20 

Akta kelahiiran meruipakan akta auitentiik yang sangat fuindamental dalam siistem 

huikuim dan admiiniistrasii kependuiduikan dii Iindonesiia. Akta kelahiiran termasuik 

dalam kategorii akta auitentiik karena diibuiat oleh ataui dii hadapan pejabat berwenang 

yang dalam hal iinii meruipakan Pejabat Pencatatan Siipiil. Akta auitentiik memiiliikii 

kekuiatan pembuiktiian sempuirna (vollediig bewiijs) terhadap apa yang tercantuim dii 

dalamnya, selama tiidak dapat diibuiktiikan sebaliiknya (tegenbewiijs).21 

Secara yuiriidiis, akta kelahiiran adalah catatan resmii yang memuiat waktui dan tempat 

kelahiiran seseorang, serta iidentiitas pentiing sepertii nama, tanggal lahiir, nama orang 

tuia, dan kewarganegaraan, yang diikeluiarkan oleh pejabat berwenang dii biidang 

pencatatan siipiil. Berdasarkan ketentuian dalam Pasal 261 KUiH Perdata (BW) yang 

menyatakan bahwa ketuiruinan anak sah dapat diibuiktiikan dengan akta kelahiiran 

yang telah diibuikuikan dalam regiister catatan siipiil.22 

Secara admiiniistratiif, kewajiiban pencatatan kelahiiran diiatuir dalam Uindang-Uindang 

Nomor 23 Tahuin 2006 tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan, yang kemuidiian 

diiperbaruiii dengan Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2013. Pasal 27 menyatakan 

bahwa setiiap kelahiiran wajiib diilaporkan oleh penduiduik kepada iinstansii pelaksana 

dii tempat terjadiinya periistiiwa kelahiiran paliing lambat 60 harii sejak kelahiiran. 

Pejabat pencatatan siipiil kemuidiian mencatat pada regiister akta kelahiiran dan 

menerbiitkan kuitiipan akta kelahiiran. 

Akta kelahiiran memiiliikii peran pentiing sebagaii alat buiktii kewarganegaraan 

sekaliiguis iidentiitas resmii seseorang. Selaiin iitui, akta kelahiiran juiga berfuingsii 

menetapkan nasab ataui gariis ketuiruinan karena mencatat huibuingan huikuim antara 

anak dengan orang tuianya secara sah menuiruit huikuim, karena suirat/akta lahiir yang 

memang membuiktiikan bahwa seorang anak yang namanya diisebuitkan diisana 

 
20 Suharto, B. (2018). Akta Kelahiran dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal HAM, 

9(2), 99–112, hlm. 104. 
21 Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm. 131. 
22 Aprianti, Ni Nyoman; Sukarno; & Zain, Irma Istihara. (2024). Tinjauan Yuridis 

Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Unizar 

Recht Journal, 3(1), hlm. 144–154. 
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adalah anak darii orang yang diisebuitkan dalam Akta kelahiiran yang bersangkuitan, 

paliing tiidak darii perempuian yang melahiirkan anak iitui, yang namanya diisebuitkan 

dii dalam akta kelahiiran tersebuit. Dii sampiing iitui, Akta kelahiiran juiga menyebuitkan 

bahwa anak yang bersangkuitan lahiir pada harii dan tanggal tertentui.23 

Darii iisii Akta Kelahiiran tersebuit, maka Akta kelahiiran membuiktiikan tentang hal-hal 

sebagaii beriikuit: 

1. Data Lahiir, yang mencakuip:  

a. Kewarganegaraan (WNIi ataui WNA); 

b. Tempat kelahiiran; 

c. Harii, tanggal, builan dan tahuin kelahiiran; 

d. Nama lengkap anak; 

e. Jeniis kelamiin anak; 

f. Nama ayah; 

g. Nama iibui; 

h. Huibuingan antara ayah dan iibui.  

2. Tanggal, builan dan tahuin terbiitnya akta; dan 

3. Tanda tangan pejabat yang berwenang. 

Akta kelahiiran buikan hanya mencatat periistiiwa kelahiiran saja, tetapii juiga berfuingsii 

sebagaii alat buiktii huikuim yang sah mengenaii iidentiitas seseorang, statuis 

kewarganegaraan, serta huibuingan huikuim antara anak dengan orang tuianya. Adapuin 

beberapa manfaat akta kelahiiran secara uimuim yaknii: 

1. Sebagaii wuijuid pengakuian negara mengenaii statuis iindiiviidui, statuis keperdataan 

dan statuis kewarganegaraan seseorang.  

2. Sebagaii dokuimen ataui buiktii tuiliisan yang sah mengenaii iidentiitas seseorang. 

3. Uintuik pendaftaran sekolah ataui pendiidiikan sampaii dengan perguiruian tiinggii.  

4. Uintuik mencarii ataui melamar pekerjaan. 

 
23 Satrio. (2005). Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang. Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hlm. 86. 
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5. Sebagaii admiiniistrasii kependuiduikan ataui pembuiatan, sepertii Kartui Tanda 

Penduiduik (KTP), Kartui Keluiarga, Nomor Iinduik Kependuiduikan (NIiK), Akta 

Pemiikahan (Suirat Kawiin), Paspor, dan dokuimen kependuiduikan laiinnya. 

6. Uintuik mengiisii Hak Ahlii Wariis. 

7. Uintuik mengajuikan krediit Bank/KPR (Krediit Kepemiiliikan Ruimah).  

8. Uintuik menguiruis masalah asuiransii.  

9. Uintuik menguiruis Hak Dana Pensiiuin.  

10. Uintuik penguiruisan Kematiian.  

11. Uintuik penguiruisan Perceraiian.  

12. Uintuik penguiruisan Pengakuian Anak. 

13. Uintuik penguiruisan Pengangkatan ataui Adopsii.24 

2.5. Pencatatan Akta Kelahiran  

Pencatatan Siipiil adalah pencatatan periistiiwa pentiing yang diialamii oleh seseorang 

dalam regiister Pencatatan Siipiil pada Iinstansii Pelaksana. Periistiiwa pentiing yang 

haruis diicatatkan adalah periistiiwa yang dii alamii oleh penduiduik yang membawa 

akiibat terjadiinya peruibahan hak-hak keperdataan, mauipuin lahiirnya hak 

keperdaataan ataui hapuisnya hak keperdataan. Sebagaiimana yang diisebuitkan dalam 

Pasal 1 angka 17 Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2013 tentang Peruibahan atas 

Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan, 

Periistiiwa Pentiing adalah kejadiian yang diialamii oleh seseorang meliipuitii kelahiiran, 

kematiian, lahiir matii, perkawiinan, perceraiian, pengakuian anak, pengesahan anak, 

pengangkatan anak, peruibahan nama dan peruibahan statuis kewarganegaraan. 

Pencatatan kelahiiran meruipakan salah satui bentuik uipaya uintuik memberiikan 

perliinduingan huikuim bagii seorang anak yang diilahiirkan agar segala hak-hak anak 

tersebuit dapat diipenuihii. Setiiap kelahiiran yang terjadii wajiib diilaporkan oleh 

penduiduik kepada Iinstansii Pelaksana setempat paliing lambat 60 (enam puiluih) harii 

 
24 Rachmadi Usman. (2019). Hukum Catatan Sipil. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 

447 
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sejak kelahiiran.25 Pelaporan haruis diilakuikan sesegera muingkiin agar anak tersebuit 

mendapat pelayanan langsuing beruipa pemberiian akta yaiitui suirat sebagaii alat buiktii 

yang diiberii tanda tangan, yang memuiat periistiiwa yang menjadii dasar suiatui hak ataui 

periikatan, yang diibuiat sejak semuila dengan sengaja uintuik pembuiktiian. 

Kelahiiran yang suidah diilaporkan kepada Diinas Kependuiduikan dan Pencatatan Siipiil 

setempat maka berdasarkan pelaporan tersebuit pejabat pencatatan siipiil mencatat 

pada Regiister Akta Kelahiiran dan menerbiitkan Kuitiipan Akta Kelahiiran. Akta 

Kelahiiran yang diikeluiarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaiitan dengan 

adanya kelahiiran, meruipakan Akta auitentiik yang diibuiat menuiruit 

ketentuianketentuian yang telah diitetapkan, baiik dengan ataui tanpa bantuian yang 

berkepentiingan uintuik diicatat dii dalamnya.26 

Secara normatiif, akta kelahiiran iitui sendiirii terdiirii darii: akta kelahiiran uimuim; akta 

kelahiiran iistiimewa; akta kelahiiran luiar biiasa; dan akta kelahiiran tambahan, dengan 

penjelasan sebagaii beriikuit: 

1. Akta Kelahiiran Uimuim 

Akta kelahiiran uimuim meruipakan dokuimen pencatatan kelahiiran yang 

diiterbiitkan berdasarkan laporan kelahiiran yang diiajuikan dalam jangka waktui 

yang diitentuikan oleh uindang-uindang, yaknii paliing lama 60 (enam puiluih) harii 

sejak periistiiwa kelahiiran terjadii. 

2. Akta Kelahiiran Iistiimewa 

Akta kelahiiran iistiimewa adalah akta yang diiterbiitkan apabiila pelaporan 

kelahiiran diilakuikan setelah melewatii batas waktui yang diitentuikan, yaiitui lebiih 

darii 60 (enam puiluih) harii sejak kelahiiran. 

3. Akta Kelahiiran Luiar Biiasa 

Akta kelahiiran luiar biiasa meruipakan dokuimen yang diikeluiarkan oleh Kantor 

Catatan Siipiil pada masa revoluisii, khuisuisnya antara tanggal 1 Meii 1940 hiingga 

 
25 H. S., Salim., Op. Cit., hlm. 43. 
26 Titik Triwulan Tutik, (2011). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: 

Kencana, hlm. 65. 
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31 Desember 1949, bagii kelahiiran yang terjadii dii luiar wiilayah kerja kantor 

catatan siipiil. 

4. Akta Kelahiiran Tambahan 

Akta kelahiiran tambahan adalah akta kelahiiran yang diiterbiitkan oleh pejabat 

yang berwenang terhadap orang yang lahiir pada tanggal 1 Januiarii 1967 sampaii 

31 Maret 1983, yang tuinduik pada Stb. 1920 No. 751 jo. Stb. 1927 No. 564 dan 

Stb. 1933 No. 75 jo. Stb. 1936 No. 607.27 

2.6. Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran  

2.6.1. Dasar Hukum Perubahan Data Pada Akta Kelahiran  

Secara normatiif, landasan uitama pencatatan siipiil dan peruibahan data akta kelahiiran 

dii Iindonesiia berakar pada Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 tentang 

Admiiniistrasii Kependuiduikan, yang kemuidiian diiperbaruiii dengan Uindang-Uindang 

Nomor 24 Tahuin 2013. Kehadiiran Uindang-Uindang iinii diimaksuidkan uintuik 

memberiikan kepastiian huikuim, menjamiin hak-hak konstiituisiional setiiap warga 

negara, serta membanguin siistem admiiniistrasii kependuiduikan yang lebiih akuirat dan 

teriintegrasii.28 

Admiiniistrasii kependuiduikan meruipakan serangkaiian aktiiviitas yang bertuijuian 

menata dan menertiibkan penerbiitan dokuimen serta data kependuiduikan. Kegiiatan 

iinii mencakuip pendaftaran penduiduik, pencatatan periistiiwa siipiil, pengelolaan 

iinformasii kependuiduikan, dan pemanfaatan hasiilnya uintuik menduikuing pelayanan 

puibliik serta pembanguinan dii berbagaii sektor. 

Berdasarkan ketentuian Pasal 56 Ayat (1) yang berbuinyii: “Pencatatan Periistiiwa 

Pentiing laiinnya diilakuikan oleh Pejabat Pencatatan Siipiil atas permiintaan Penduiduik 

yang bersangkuitan setelah adanya puituisan pengadiilan negerii yang telah 

memperoleh kekuiatan huikuim tetap” (iinkracht). Ketentuian iinii menegaskan bahwa 

tiidak semuia peruibahan ataui pencatatan periistiiwa pentiing atas permiintaan penduiduik 

 
27 H. S., Salim., Op. Cit., hlm. 42 
28 Marven Ajels Kasenda dkk., Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Keabsahan 

Perubahan Data Akta Kelahiran dalam Pencatatan Sipil. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial 

Humaniora, Vol. 5, No. 1 (Maret 2025), hlm. 431–443, DOI: 

https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6037. 
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dapat diilakuikan secara admiiniistratiif langsuing dii Diinas Kependuiduikan dan 

Pencatatan Siipiil. Ada periistiiwa tertentui yang berkaiitan dengan huikuim keperdataan 

sepertii dalam hal iinii peruibahan akta kelahiiran yang pencatatannya haruis terlebiih 

dahuilui mendapat penetapan darii pengadiilan negerii setempat.  

Proseduir tersebuit sekaliiguis mencermiinkan priinsiip duie process of law, yaknii 

perluinya campuir tangan lembaga peradiilan dalam menjaga iintegriitas data 

kependuiduikan. Dengan cara iinii, dokuimen kependuiduikan tiidak hanya berfuingsii 

sebagaii catatan admiiniistratiif, tetapii juiga sebagaii iinstruimen viital dalam pemenuihan 

hak-hak siipiil masyarakat.29 

Selanjuitnya meruijuik pada ketentuian Pasal 1868 KUiH Perdata (BW) yang berbuinyii: 

“Suiatui akta auitentiik iialah suiatui akta yang diibuiat dalam bentuik yang diitentuikan 

uindang-uindang oleh ataui diihadapan pejabat uimuim yang berwenang uintuik iitui dii 

tempat akta iitui diibuiat.” Berdasarkan penjelasan pasal dii atas, pada iintiinya 

menegaskan bahwa suiatui akta auitentiik hanya dapat diibuiat oleh ataui dii hadapan 

pejabat uimuim yang berwenang. Dalam hal iinii, Diinas Kependuiduikan dan 

Pencatatan Siipiil hanya berwenang uintuik menerbiitkan ataui memperbaruiii data dalam 

akta kelahiiran setelah adanya penetapan pengadiilan.  

2.6.2. Syarat dan Prosedur Perubahan Data Pada Akta Kelahiran  

Peruibahan data orang tuia dalam akta kelahiiran buikanlah sekadar proses 

admiiniistratiif yang diilakuikan oleh iinstansii kependuiduikan, melaiinkan meruipakan 

tiindakan huikuim formal yang haruis melaluiii mekaniisme penetapan pengadiilan. Hal 

iinii diisebabkan karena akta kelahiiran meruipakan akta auitentiik yang memiiliikii 

kekuiatan pembuiktiian sempuirna (vollediig bewiijs), sebagaiimana diijelaskan oleh 

Prof. Abduilkadiir Muihammad dalam buikuinya yang berjuiduil Huikuim Acara Perdata 

Iindonesiia, menjelaskan bahwa akta auitentiik hanya dapat diiuibah ataui diibatalkan 

melaluiii puituisan pengadiilan agar keabsahan huikuimnya tetap terjamiin.30 Hal iinii 

bermakna bahwa setiiap peruibahan terhadap data orang tuia dalam akta kelahiiran 

haruis memiiliikii legiitiimasii huikuim yang jelas, agar tiidak meniimbuilkan 

ketiidakpastiian statuis keperdataan bagii pemohon mauipuin anak yang bersangkuitan. 

 
29 Ibid., hlm. 431- 443. 
30 Abdulkadir Muhammad., Op. Cit., hlm. 131. 
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Proses peruibahan data akta kelahiiran melaluiii pengadiilan meliibatkan serangkaiian 

tahapan huikuim yang ketat. Pemohon wajiib mengajuikan permohonan ke pengadiilan 

negerii sesuiaii domiisiilii, diilengkapii dengan buiktii-buiktii penduikuing sepertii suirat 

keterangan darii lembaga terkaiit contohnya sepertii ruimah sakiit dan keluirahan, 

dokuimen iidentiitas, ataui rekomendasii darii iinstansii berwenang. Setelah permohonan 

diiteriima, pengadiilan akan melakuikan pemeriiksaan admiiniistratiif dan suibstantiif 

uintuik memastiikan kebenaran dan keabsahan alasan peruibahan serta uintuik 

memastiikan tiidak adanya uinsuir peniipuian ataui kesalahan admiiniistrasii. 

Berdasarkan penjelasan dii atas dapat diisiimpuilkan bahwa secara proseduiral, 

peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran diilakuikan melaluiii duia tahap uitama, 

yaiitui penetapan pengadiilan negerii dan pelaksanaan admiiniistratiif oleh Diisduikcapiil. 

Menuiruit Permendagrii Nomor 108 Tahuin 2019 tentang Pelaksanaan Uindang-

Uindang Admiiniistrasii Kependuiduikan, pemohon wajiib uintuik mengajuikan 

permohonan tertuiliis kepada pengadiilan dengan melampiirkan dokuimen penduikuing 

sepertii akta kelahiiran, kartui tanda penduiduik, kartui keluiarga, dan buiktii auitentiik 

kesalahan data. Setelah hakiim melakuikan pemeriiksaan dan permohonan 

diikabuilkan, pengadiilan akan mengeluiarkan penetapan sebagaii dasar huikuim bagii 

Diisduikcapiil uintuik memperbaruiii data tersebuit. 

2.7. Kepastian Hukum  

2.7.1. Pengertian Kepastian Hukum 

Kata “kepastiian” berakar darii kata “pastii” yang memiiliikii artii tentui; telah tetap; dan 

suiatui iihwal yang suidah tentui tiidak boleh tiidak. Kepastiian Huikuim lahiir darii sebuiah 

piikiiran uitama salah satui pakar huikuim darii Jerman yang sangat berpengaruih dalam 

fiilsafat huikuim dii abad duia puiluih yaknii Guistav Radbruich. Radbruich mengartiikan 

huikuim sebagaii ajaran-ajaran kompleks yang diiguinakan uintuik kehiiduipan bersama 

uimat manuisiia. Piikiiran uitama darii Radbruich tertuiang dalam konsep “Ajaran 

Priioriitas Bakui” yaknii beruipa tiiga niilaii (iide) dasar darii huikuim yang seriing diisebuit 

juiga sebagaii tuijuian darii huikuim iitui sendiirii yaiitui keadiilan (gerechtiigkeiit), 

kemanfaatan (zweckmasiigkeiit), dan kepastiian huikuim (rechssiicherheiit).31  

 
31 Mahfud, Muh. Afif. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Semarang: Yoga Pratama, hlm. 36 
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Kepastiian huikuim berartii puila adanya atuiran yang jelas dan resmii diibuiat oleh piihak 

berwenang, sehiingga ketentuian tersebuit memiiliikii dasar huikuim yang kuiat dan biisa 

menjamiin bahwa huikuim benar-benar berfuingsii sebagaii pedoman yang wajiib 

diipatuihii. Kepastiian adalah bagiian yang tak terpiisahkan darii huikuim, teruitama dalam 

norma-norma tertuiliis. Tanpa kepastiian, huikuim kehiilangan makna karena tiidak lagii 

mampui menjadii pedoman periilakui bagii masyarakat. Juistrui dengan adanya 

kepastiian huikuim, fuingsii huikuim dapat berjalan sebagaiimana mestiinya dan menjaga 

ketertiiban.32 

Pemahaman mengenaii kepastiian huikuim terbagii menjadii tiiga, yaiitui:  

1. Kepastiian dalam huikuim (Rechtssiischerheiit, secuiriity juiriidiiquie, seguiranca 

juiriidiica). Kepastiian dalam huikuim memiiliikii artii bahwa dii dalam huikuim 

(peratuiran peruindang-uindangan) iitui haruis selaras, jelas dan tiidak menganduing 

ambiiguiiitas ataui ketiidakjelasan. 

2. Kepastiian melaluiii huikuim. Iinii memiiliikii artii bahwa huikuim dapat menjadii salah 

satui sarana uintuik memuincuilkan kepastiian ataui menjamiin adanya hak-hak yang 

diimiiliikii oleh orang ataui kelompok tertentui. Kepastiian huikuim meruipakan aspek 

diinamiis darii siistem huikuim, karena iia berhuibuingan langsuing dengan peran 

huikuim dalam menjamiin dan meliinduingii hak-hak manuisiia.  

3. Kepastiian huikuim sebagaii kepastiian dii hadapan huikuim. Iinii memiiliikii artii bahwa 

dii dalam huikuim terdapat ketentuian-ketentuian yang bersiifat proseduiral baiik iitui 

melaluiii uipaya admiiniistrasii mauipuin uipaya peradiilan uintuik memperoleh hak-hak 

manuisiia.33 

Menuiruit Guistav Radbruich, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhuibuingan 

dengan makna kepastiian huikuim, yaiitui: 

1. Huikuim iitui posiitiif. Hal tersebuit bermakna bahwa huikuim posiitiif iitui iialah 

peruindang-uindangan.  

 
32 Astuti, Budi dan Daud, M. Rusdi. (2023). “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi 

Online”, Al-Qisth Law Review, Vol. 6 (No. 2), pp. 205–220. Available at: 

https://journal.umj.ac.id/index.php/alqisth/article/view/16312 (journal.umj.ac.id in Bing) 

(Accessed: 1 February 2026). 
33 Mahfud, Muh. Afif., Op. Cit., hlm. 47 
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2. Huikuim iitui diidasarkan pada fakta. Hal tersebuit bermakna bahwa huikuim iitui 

diidasarkan pada kenyataan.  

3. Fakta haruis diisuisuin secara jelas sehiingga menghiindarii dan memiiniimaliisiir 

kekeliiruian dalam pemaknaan, dii sampiing muidah diilaksanakan.  

4. Huikuim posiitiif tiidak boleh muidah diiuibah ataui seriing diiuibah-uibah. 

Menuiruit pandangan Van Apeldoorn, kepastiian huikuim dapat juiga berartii hal yang 

dapat diitentuikan oleh huikuim dalam hal-hal yang konkret. Jadii, kepastiian huikuim 

adalah jamiinan bahwa huikuim diijalankan, bahwa yang berhak menuiruit huikuim dapat 

memperoleh haknya dan bahwa puituisan dapat diilaksanakan. Kepastiian huikuim juiga 

menekankan bahwa kepastiian huikuim berartii huikuim mampui memberiikan soluisii 

yang jelas dan dapat diipraktiikkan dalam kehiiduipan seharii-harii, buikan sekadar 

norma yang ambiigui. 

Menuiruit pandangan Uitrecht, kepastiian huikuim memiiliikii duia pengertiian uitama, 

yaiitui yang pertama, adanya atuiran yang bersiifat uimuim sehiingga iindiiviidui dapat 

mengetahuiii dengan jelas perbuiatan apa saja yang tiidak boleh uintuik diilakuikan ataui 

boleh uintuik diilakuikan. Selanjuitnya yang keduia, kepastiian huikuim juiga berarti i 

keamanan huikuim bagii iindiiviidui darii kesewenangan yang diilakuikan oleh pemeriintah 

karena dengan adanya atuiran yang bersiifat uimuim iitui, iindiiviidui dapat mengetahuii i 

dengan jelas apa saja yang boleh diibebankan ataui diilakuikan oleh negara terhadap 

iindiiviidui tersebuit.  

Ajaran kepastiian huikuim iinii tiidak terlepas darii ajaran Yuiriidiis-Dogmatiik yang 

diidasarkan pada aliiran pemiikiiran posiitiiviisme dii duiniia huikuim, yang dii mana 

meliihat huikuim sebagaii sesuiatui yang otonom dan mandiirii. Bagii penganuit aliiran 

posiitiiviisme, tuijuian huikuim tiidak laiin darii menjamiin terwuijuidnya kepastiian huikuim 

pada iindiiviidui. Kepastiian huikuim iitui diiwuijuidkan oleh huikuim dengan siifatnya yang 

hanya membuiat suiatui atuiran huikuim yang bersiifat uimuim. Siifat uimuim darii atuiran-

atuiran huikuim iinii membuiktiikan bahwa huikuim tiidak bertuijuian uintuik mewuijuidkan 

keadiilan ataui kemanfaatan, melaiinkan semata-mata uintuik mewuijuidkan 

kepastiian.34 

 
34 Efendi, Jonaedi, dkk. (2018). Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Prenadamedia 

Group, hlm. 225 
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2.7.2. Asas Kepastian Hukum 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huiruif a Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 

2014 tentang Admiiniistrasii Pemeriintahan, yang diimaksuid dengan “asas kepastiian 

huikuim” adalah asas dalam negara huikuim yang menguitamakan landasan ketentuian 

peratuiran peruindang-uindangan, kepatuitan, keajegan, dan keadiilan dalam setiiap 

kebiijakan penyelenggaraan pemeriintahan.  

Secara teoriitiis, asas kepastiian huikuim memiiliikii duia aspek, yaiitui:35  

1. Aspek huikuim materiial, asas iinii menghendakii diihormatiinya hak yang telah 

diiperoleh seseorang berdasarkan kepuituisan pemeriintah, meskiipuin kepuituisan 

tersebuit salah. Sehiingga, demii kepastiian huikuim, kepuituisan yang telah 

diikeluiarkan pemeriintah akan teruis berlakui hiingga diipuituis pengadiilan. 

2. Aspek huikuim formal mensyaratkan bahwa kepuituisan pemeriintah yang 

memberatkan mauipuin yang menguintuingkan haruis diisuisuin dengan kata-kata 

yang jelas. Piihak yang berkepentiingan berhak uintuik mengetahuiii dengan tepat 

apa maksuid ataui kehendak darii kepuituisan tersebuit. 

Menuiruit pandangan Suidiikno Mertokuisuimo, kepastiian huikuim adalah jamiinan 

bahwa huikuim diijalankan, bahwa yang berhak menuiruit huikuim dapat memperoleh 

haknya dan bahwa puituisan dapat diilaksanakan. Hal tersebuit dapat diiartiikan bahwa 

huikuim yang berlakui pada dasarnya tiidak boleh melenceng, hal tersebuit 

diikarenakan kepastiian huikuim dapat mengatuir dengan jelas serta logiis sehiingga 

tiidak akan meniimbuilkan keraguian apabiila ada muiltiitafsiir. Sehiingga tiidak akan 

berbentuiran serta tiidak meniimbuilkan konfliik dalam norma yang ada dii 

masyarakat.36 Maka darii iitui dapat diimaknaii secara siingkat bahwa kepastiian huikuim 

iialah sebuiah peratuiran peruindang-uindangan yang diibuiat serta diiuindangkan dengan 

pastii ataui tentui. 

 
35 Ridwan, HR. (2003). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, hlm. 192-

193 
36Aulia, Keysha Nashwa. (2024). “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam 

Pandangan Ilmu Komunikasi”, Jurnal Sains Student Research, 2(1), pp. 713–724. Available at:  

(doi.org in Bing) (Accessed: 2 February 2026).  
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Asas kepastiian huikuim adalah suiatui jamiinan bahwa suiatui huikuim haruis diijalankan 

dengan cara yang baiik ataui tepat. Kepastiian pada dasarnya meruipakan tuijuian uitama 

darii huikuim iitui sendiirii. Jiika suiatui huikuim tiidak ada kepastiian maka huikuim akan 

kehiilangan iidentiitas aslii dan maknanya. Jiika huikuim tiidak memiiliikii iidentiitas maka 

huikuim tiidak lagii diiguinakan sebagaii pedoman periilakui setiiap iindiiviidui. Asas 

kepastiian huikuim menekankan bahwa tiidak boleh ada huikuim yang saliing 

bertentangan satui sama laiin, maka huikuim haruis diibuiat dengan ruimuisan yang dapat 

diimengertii oleh masyarakat uimuim.  

Pengertiian asas kepastiian huikuim dii atas juiga berhuibuingan dengan adanya 

peratuiran dan pelaksanaannya. Dengan adanya asas kepastiian huikuim, maka 

masyarakat uimuim dapat lebiih tenang dan tiidak akan mengalamii keruigiian akiibat 

pelanggaran huikuim darii orang laiin. Selaiin iitui, kepastiian huikuim dapat diiartiikan 

jamiinan bagii anggota masyarakat, bahwa semuianya akan diiperlakuikan oleh negara 

ataui penguiasa berdasarkan peratuiran huikuim yang ada. 
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2.8. Kerangka Pikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  

Putusan Nomor 

472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr 

Pertimbangan 

Hukum Oleh Hakim 

Dalam Memutus 

Perkara 

Kedudukan Hukum 

Penetapan Perubahan 

Data Orang Tua Pada 

Akta Kelahiran 

Akibat Hukum Dari 

Penetapan Perubahan 

Data Orang Tua Pada 

Akta Kelahiran 

Perubahan Data Orang Tua 

Pada Akta Kelahiran 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan 

KUH Perdata  

(BW) 
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Keterangan: 

Peneliitiian iinii berangkat darii landasan normatiif beruipa Uindang-Uindang Nomor 24 

Tahuin 2013 tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan dan KUiH Perdata (BW) yang 

menegaskan pentiingnya akta kelahiiran sebagaii dokuimen auitentiik dan dasar statuis 

keperdataan seseorang. Dalam praktiiknya, peruibahan data orang tuia pada akta 

kelahiiran hanya dapat diilakuikan melaluiii puituisan pengadiilan sebagaiimana diiatuir 

dalam Pasal 56 Uindang-Uindang Repuibliik Iindonesiia Nomor 24 Tahuin 2013 

Tentang Peruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 23 tahuin 2006 Tentang 

Admiiniistrasii Kependuiduikan. 

Kasuis yang menjadii objek dalam peneliitiian iinii adalah stuidii kasuis Puituisan Nomor 

472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr diimana pemohon dalam puituisan tersebuit melakuikan 

permohonan kepada pengadiilan karena iingiin menguibah data orang tuianya dalam 

akta kelahiiran agar sesuiaii dengan fakta biiologiis dan huikuim yang sebenarnya. 

Puituisan iinii juiga uintuik menelaah bagaiimana pengadiilan menetapkan peruibahan 

data orang tuia, sekaliiguis menguijii konsiistensii penerapan huikuim terhadap realiitas 

sosiial. Analiisiis peneliitiian iinii diiarahkan pada tiiga aspek uitama yaknii: (1) keduiduikan 

huikuim penetapan peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran, (2) pertiimbangan 

hakiim dalam memuituis perkara, dan (3) akiibat huikuim darii penetapan tersebuit 

terhadap statuis keperdataan pemohon. 

Dengan aluir kerangka piikiir dii atas, peneliitiian iinii menempatkan huikuim admiiniistrasii 

kependuiduikan buikan sebagaii iinstruimen pencatatan data saja, melaiinkan sebagai i 

sarana perliinduingan hak-hak siipiil dan pengakuian iidentiitas yang sah. Pendekatan 

iinii menuinjuikkan bahwa dii baliik proseduir huikuim yang formal terdapat kebuituihan 

mendasar akan keadiilan, kepastiian huikuim, dan legiitiimasii iidentiitas bagii setiiap 

iindiiviidui. 

 

  



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penuiliisan skriipsii iinii mengguinakan jeniis peneliitiian huikuim normatiif. Peneliitiian 

huikuim normatiif meruipakan suiatui metode peneliitiian yang bertuimpui pada analiisiis 

terhadap norma-norma huikuim tertuiliis. Peneliitiian iinii diilakuikan melaluiii kajiian 

liiteratuir berdasarkan bahan puistaka, peratuiran peruindang-uindangan, dokuimen 

huikuim, serta suimber bacaan relevan laiinnya yang berkaiitan erat dengan masalah 

yang menjadii fokuis peneliitiian.37 Dalam peneliitiian iinii akan memfokuiskan pada 

KUiH Perdata (BW) dan Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2013 Tentang 

Admiiniistrasii Kependuiduikan. 

3.2. Tipe Penelitian 

Peneliitiian iinii mengguinakan tiipe peneliitiian deskriiptiif, yang dii mana bertuijuian uintuik 

menguiraiikan dan memaparkan secara siistematiis dan komprehensiif berbagaii aspek 

normatiif yang berkaiitan dengan objek peneliitiian. Melaluiii tiipe peneliitiian iinii, 

peneliitii beruipaya menyajiikan gambaran (deskriipsii) yang jelas dan terstruiktuir 

mengenaii ketentuian huikuim dalam peratuiran peruindang-uindangan, dokuimen 

huikuim, serta suimber bacaan laiinnya yang relevan.38 Pendekatan deskriiptiif iinii 

berfuingsii sebagaii sarana uintuik mengiidentiifiikasii dan menganaliisiis praktiik 

permohonan peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran melaluiii penetapan 

pengadiilan berdasarkan Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr sehiingga 

peneliitiian iinii diiharapkan dapat memberiikan iinformasii secara jelas mengenaii 

peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran. 

 

 
37 Wiwik Sri Widiarty. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Publika 

Global Media, hlm. 26-27. 
38 Soejono Soekanto & Sri Mamudji. (2009). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: 

Rajawali Pres, hlm. 102. 
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3.3. Pendekatan Masalah 

Peneliitiian iinii mengguinakan pendekatan peruindang-uindangan dan pendekatan 

kasuis yang berfokuis pada analiisiis terhadap proses liitiigasii perkara permohonan 

peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran yang beruijuing pada penyelesaiian 

melaluiii puituisan pengadiilan dan telah berkekuiatan huikuim tetap (case approach)39.  

Pendekatan kasuis iinii diiharapkan dapat diilakuikan melaluiii analiisiis tentang 

bagaiimana norma huikuim diiterapkan dalam praktiik, serta menelaah pertiimbangan 

yuiriidiis yang diiguinakan oleh hakiim dalam memuituis perkara berdasarkan Puituisan 

Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr. 

3.4. Data dan Sumber Data 

Jeniis data yang diiguinakan dalam peneliitiian iinii adalah data sekuinder. Data sekuinder 

dalam peneliitiian iinii diiperoleh melaluiii stuidii kepuistakaan, yaknii dengan menelaah 

berbagaii suimber huikuim tertuiliis yang berlakui sebagaii huikuim posiitiif. Fokuis uitama 

penguimpuilan data iinii tertuijui pada peratuiran peruindang-uindangan yang mengatuir 

secara normatiif mengenaii peruibahan data orang tuia dalam akta kelahiiran, 

memahamii kerangka reguilatiif secara lebiih luias dan mendalam, serta meniilai i 

konsiistensii dan relevansii norma huikuim dalam praktiik admiiniistrasii kependuiduikan. 

Adapuin data sekuinder dalam peneliitiian iinii terdiirii darii:40 

1. Bahan huikuim priimer, yaiitui bahan huikuim yang mengiikat sepertii peratuiran 

peruindang-uindangan dan puituisan pengadiilan yang berhuibuingan dengan 

peneliitiian iinii yaiitui:  

a. KUiH Perdata (BW) 

b. Uindang-Uindang Repuibliik Iindonesiia Nomor 23 Tahuin 2006 Tentang 

Admiiniistrasii Kependuiduikan 

c. Uindang-Uindang Repuibliik Iindonesiia Nomor 24 Tahuin 2013 Tentang 

Peruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 23 tahuin 2006 Tentang Admiiniistrasii 

Kependuiduikan 

 
39 Wiwik Sri Widiarty, Op. Cit., hlm. 119 
40 Ibid., hlm. 127-128 
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d. Peratuiran Pemeriintah Repuibliik Iindonesiia Nomor 40 Tahuin 2019 Tentang 

Pelaksanaan Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 Tentang Admiiniistrasii 

Kependuiduikan sebagaiimana telah diiuibah dengan Uindang-Uindang Nomor 24 

Tahuin 2013 tentang peruibahan atas Uindang -Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 

Tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan. 

e. Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr. 

2. Bahan huikuim sekuinder, yaiitui mencakuip seluiruih puibliikasii yang membahas iisui-

iisui huikuim, namuin tiidak memiiliikii statuis sebagaii dokuimen resmii. Jeniis bahan iinii 

meliipuitii: (a) liiteratuir huikuim sepertii buikui teks, skriipsii, tesiis, dan diisertasii yang 

mengkajii satui ataui lebiih permasalahan huikuim secara mendalam; (b) kamuis 

huikuim yang memberiikan defiiniisii dan pemaknaan iistiilah huikuim; (c) juirnal 

iilmiiah yang memuiat hasiil peneliitiian dan analiisiis huikuim; serta (d) komentar ataui 

anotasii terhadap puituisan pengadiilan. Jeniis bahan iinii meruipakan salah satui 

iinstruimen yang menjelaskan, mengkriitiisii, dan memperkaya pemahaman 

terhadap bahan huikuim priimer. 

3. Bahan huikuim tersiier, yaiitui suimber penduikuing yang berfuingsii uintuik 

memberiikan petuinjuik dan penjelasan tambahan terhadap bahan huikuim priimer 

dan sekuinder. Jeniis bahan iinii mencakuip iindeks kuimuilatiif, kamuis huikuim, 

ensiiklopediia, dan puibliikasii sejeniis laiinnya. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode penguimpuilan data dalam peneliitiian iinii diilakuikan dengan cara: 

1. Stuidii Puistaka 

Stuidii puistaka meruipakan suiatui pengkajiian iinformasii tertuiliis mengenaii huikuim yang 

bcrasal darii berbagaii suimbcr dan diipuibliikasiikan sccara luias scrta diibuituihkan dalam 

peneliitiian huikuim normatiif.41 Stuidii puistaka diilakuikan guina memperoleh data 

sekuinder yaiitui dengan melakuikan serangkaiian kegiiatan stuidii dokuimentasii dengan 

cara membaca, menelaah, dan menguitiip liiteratuir-liiteratuir serta mengkajii peratuiran 

 
41 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 81. 
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peruindang-uindangan yang berhuibuingan dengan peruibahan data orang tuia pada akta 

kelahiiran. 

2. Stuidii Dokuimen 

Metode penguimpuilan data dalam peneliitiian huikuim iinii diilakuikan melaluiii stuidii 

dokuimen, yang mencakuip pengkajiian terhadap bahan huikuim priimer, sekuinder, dan 

tersiier. Setiiap kategorii bahan huikuim tersebuit haruis melaluiii proses veriifiikasii uilang 

uintuik memastiikan valiidiitas dan reliiabiiliitasnya, mengiingat kuialiitas data yang 

diiguinakan memiiliikii dampak langsuing terhadap krediibiiliitas hasiil peneliitiian. Stuidi i 

dokuimen dalam peneliitiian iinii adalah mengkajii Puituisan Pengadiilan Nomor 

472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr. Pendekatan iinii tiidak hanya berfuingsii sebagaii sarana 

iidentiifiikasii norma huikuim yang relevan, tetapii juiga sebagaii iinstruimen yang 

memperjelas iisui huikuim yang diikajii serta memperkuiat temuian yang diiperoleh dari i 

metode penguimpuilan data laiinnya.  

3.6. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkuimpuil akan diiproses lebiih lanjuit melaluiii metode pengolahan 

data. Pengolahan data dalam peneliitiian huikuim meruipakan tahapan uintuik 

menyuisuin, mengorganiisasii, dan menyariing iinformasii agar siiap uintuik diianaliisiis, 

sehiingga akan diilakuikan pengolahan data dengan mengguinakan tahapan-tahapan 

sebagaii beriikuit;42 

1. Pemeriiksaan Data 

Tahap awal pengolahan data diilakuikan melaluiii proses veriifiikasii terhadap 

kelengkapan, relevansii, kejelasan, dan akuirasii data yang diiperoleh darii stuidii 

puistaka dan dokuimen huikuim. Dalam peneliitiian iinii, penuiliis akan melakuikan 

pemeriiksaan kembalii uintuik memastiikan bahwa data yang diiperoleh dan diiguinakan 

bebas darii kekeliiruian, tiidak berlebiihan, serta memiiliikii keterkaiitan langsuing dengan 

permasalahan huikuim yang diiteliitii, dan menelaah iisii darii Puituisan Pengadiilan 

Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr. uintuik mengetahuiii bahwa data yang terkuimpuil 

suidah cuikuip lengkap dan sesuiaii uintuik menjawab permasalahan mengenaii Analiisiis 

 
42 Ibid., hlm. 91. 
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Yuiriidiis Keduiduikan Penetapan Peruibahan Data Orang Tuia Pada Akta Kelahiiran 

(Stuidii Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr). 

2. Siistematiika Data 

Pengolahan data diilakuikan dengan penyuisuinan data berdasarkan uiruitan data yang 

telah diitentuikan dan sesuiaii ruiang liingkuip pokok pembahasan secara siistematiis 

dengan maksuid uintuik memuidahkan dalam menganaliisiis data mengenaii Analiisiis 

Yuiriidiis Keduiduikan Penetapan Peruibahan Data Orang Tuia Pada Akta Kelahiiran 

(Stuidii Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr). 

3. Rekonstruiksii Data 

Rekonstruiksii data meruipakan kegiiatan penyuisuinan uilang data secara beruiruitan dan 

logiis, sehiingga muidah diipahamii dan diiiinterpretasiikan. Dalam peneliitiian iinii, 

penuiliis melakuikan penyuisuinan uilang data yang telah terkuimpuil kemuidiian 

diirekonstruiksii melaluiii proses penataan uilang yang teratuir, logiis, dan konsiisten 

sehiingga muidah diipahamii, serta dapat diiiinterpretasiikan secara akademiis sesuiaii 

dengan pokok bahasan yang akan diibahas. Hal tersebuit guina memperoleh data yang 

objektiif dan siistematiis uintuik dapat memahamii dan mengiinterpretasiikan 

permasalahan mengenaii Analiisiis Yuiriidiis Keduiduikan Penetapan Peruibahan Data 

Orang Tuia Pada Akta Kelahiiran (Stuidii Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr). 

3.7. Analisa Data 

Analiisiis data diilakuikan secara kuialiitatiif. Analiisiis kuialiitatiif meruipakan penafsiiran 

data secara bermuitui dalam kaliimat yang teratuir, ruintuin, logiis, tiidak tuimpah tiindiih 

dan efektiif.43 Sehiingga memuidahkan proses iinterpretasii data dan pemahaman hasiil 

analiisiis yang kemuidiian diitariik kesiimpuilan sehiingga memperoleh gambaran yang 

jelas mengenaii jawaban darii permasalahan yang diikajii. Pada peneliitiian iinii, 

diiguinakan analiisiis kuialiitatiif pada Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr, 

Dengan demiikiian, metode analiisiis kuialiitatiif dapat memuidahkan dalam menariik 

kesiimpuilan serta menjawab ruimuisan masalah yang akan diibahas.  

 
43 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 127. 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasiil peneliitan dan pembahasan, maka dapat diisiimpuilkan hal-hal 

sebagaii beriikuit: 

1. Keduiduikan Huikuim Penetapan Peruibahan Data Orang Tuia Pada Akta Kelahiiran 

Dalam Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr Diitiinjaui Darii Uindang-

Uindang Nomor 23 Tahuin 2006 tentang Admiiniistrasii Kependuiduikan 

sebagaiimana diiuibah dengan Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2013 memiiliikii 

keduiduikan huikuim yang sangat pentiing karena peruibahan data tersebuit tiidak biisa 

diilakuikan secara sepiihak, melaiinkan haruis melaluiii penetapan pengadiilan sesuiaii 

dengan ketentuian Pasal 56 UiUi Admiiniistrasii Kependuiduikan. Dalam praktiiknya 

pada Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr, penetapan pengadiilan 

berfuingsii menjembatanii fakta biiologiis dengan data admiiniistratiif, sehiingga 

iidentiitas seseorang dapat tercatat sesuiaii keadaan yang sebenarnya. Dengan cara 

iinii, akta kelahiiran tiidak hanya menjamiin keakuiratan data, tetapii juiga 

memberiikan kepastiian huikuim dan perliinduingan atas hak-hak keperdataan 

pemohon. 

2. Pertiimbangan huikuim oleh hakiim dalam memuituis perkara permohonan 

peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran dalam Puituisan Nomor 

472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr diidasarkan pada adanya ketiidaksesuiaiian antara data 

admiiniistratiif dalam akta kelahiiran dengan fakta biiologiis yang sebenarnya, yang 

kemuidiian diibuiktiikan melaluiii alat buiktii suirat, akta notariis, dan keterangan saksi i 

yang saliing bersesuiaiian sehiingga menuimbuihkan keyakiinan hakiim. Hakiim juiga 

meniilaii bahwa pemohon memiiliikii legal standiing yang sah serta permohonannya 

sesuiaii dengan ketentuian huikuim, khuisuisnya dalam Pasal 56 UiUi Admiiniistrasii 

Kependuiduikan sebagaii dasar formiil dan Pasal 272 KUiH Perdata (BW) sebagaii 
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dasar materiiiil. Dengan demiikiian, penetapan yang mengabuilkan peruibahan data 

orang tuia dalam akta kelahiiran meruipakan bentuik penerapan huikuim yang tepat 

uintuik memberiikan kepastiian dan perliinduingan huikuim, serta menyelaraskan 

antara iidentiitas admiiniistratiif dengan fakta biiologiis pemohon. 

3. Akiibat huikuim darii penetapan peruibahan data orang tuia pada akta kelahiiran 

dalam Puituisan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Uitr terhadap statuis keperdataan 

pemohon meniimbuilkan akiibat huikuim yang luias, dii mana pemohon yang semuila 

tercatat sebagaii anak darii orang tuia angkat beruibah menjadii anak luiar kawiin dari i 

iibui kanduingnya sehiingga meniimbuilkan huibuingan keperdataan, hak wariis darii 

gariis iibui, serta menghapuis dasar huibuingan huikuim dengan orang tuia angkat 

secara admiiniistratiif, sekaliiguis memberiikan kepastiian huikuim atas iidentiitas 

pemohon. Puituisan tersebuit juiga meniimbuilkan kewajiiban bagii Diinas 

Kependuiduikan dan Pencatatan Siipiil uintuik mencatat dan menyesuiaiikan data 

kependuiduikan sesuiaii amar penetapan, sehiingga terciipta keselarasan antara fakta 

biiologiis dan data admiiniistratiif, sehiingga mencermiinkan penerapan priinsiip 

kepastiian huikuim dan perliinduingan terhadap hak keperdataan pemohon. 

 

  



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

Darwiis, Ruistan dkk. (2022). Huikuim Perdata. Padang: PT Global Eksekuitiif 

Teknologii. 

Efendii, Jonaedii, dkk. (2018). Kamuis Iistiilah Huikuim Popuiler. Jakarta: Prenadamediia 

Grouip. 

H. S., Saliim. (2021). Pengantar Huikuim Perdata Tertuiliis (BW). Jakarta: Siinar 

Grafiika. 

M. Alii Luibiis & Muihammad Hiidayat. (2017). Huikuim Keluiarga dii Iindonesiia, 

Jakarta: Kencana. 

Mahfuid, Muih. Afiif. (2024). Pengantar Iilmui Huikuim. Semarang: Yoga Pratama. 

Muihammad, Abduilkadiir. (2004). Huikuim dan Peneliitiian Huikuim. Banduing: PT. 

Ciitra Adiitya Baktii. 

Muihammad, Abduilkadiir. (2023). Huikuim Acara Perdata Iindonesiia. Banduing: Ciitra 

Adiitya Baktii. 

Riidwan, HR. (2003). Huikuim Admiiniistrasii Negara. Yogyakarta: UiIiIi Press. 

Satriio. (2005). Huikuim tentang Keluiarga Keduiduikan Anak Uindang-uindang. 

Banduing: Ciitra Adiitya Baktii.  

Soejono Soekanto & Srii Mamuidjii. (2009). Peneliitiian Huikuim Normatiif. Jakarta: 

Rajawalii Pres. 

Tiitiik Triiwuilan Tuitiik, (2011). Huikuim Perdata Dalam Siistem Huikuim Nasiional. 

Jakarta: Kencana.  

Uisman, Rachmadii. (2019). Huikuim Catatan Siipiil. Jakarta Tiimuir: Siinar Grafiika. 

Viictoriianuis, Randa Puiang. (2011). Penerapan Azas Pembuiktiian Sederhana dalam 

Penjatuihan Puituisan Paiiliit. Banduing: Sarana Tuitoriial Nuiraiinii Sejahtera. 



73 

 

Wiiwiik Srii Wiidiiarty. (2024). Buikui Ajar Metode Peneliitiian Huikuim. Jakarta: Puibliika 

Global Mediia. 

JURNAL 

Apriiantii, Nii Nyoman; Suikarno; & Zaiin, Iirma Iistiihara. (2024). “Tiinjauian Yuiriidiis 

Peruibahan Nama pada Akta Kelahiiran Seseorang Berdasarkan Huikuim 

Posiitiif Iindonesiia”, Uiniizar Recht Jouirnal, Vol. 3 (No. 1), pp. 144–154. 

Avaiilable at: https://uirj.uiniizar.ac.iid/uirj/artiicle/download/149/92 

(Accessed: 7 December 2025). 

Astuitii, Buidii dan Dauid, M. Ruisdii. (2023). “Kepastiian Huikuim Pengatuiran 

Transportasii Onliine”, Al-Qiisth Law Reviiew, Vol. 6 (No. 2), pp. 205–220. 

Avaiilable at: 

https://jouirnal.uimj.ac.iid/iindex.php/alqiisth/artiicle/viiew/16312 

(jouirnal.uimj.ac.iid iin Biing) (Accessed: 1 Februiary 2026). 

Auiliia, Keysha Nashwa. (2024). “Kepastiian Huikuim dan Keadiilan Huikuim dalam 

Pandangan Iilmui Komuiniikasii”, Juirnal Saiins Stuident Research, 2(1), pp. 

713–724. Avaiilable at: (doii.org iin Biing) (Accessed: 2 Februiary 2026). 

Komiisii Perliinduingan Anak Iindonesiia. (2020). Akta Kelahiiran adalah Hak Setiiap 

Anak Iindonesiia: Batalkan UiUi yang Persuiliit Pembuiatan Akta Kelahiiran. 

Avaiilable at: https://www.kpaii.go.iid/puibliikasii/tiinjauian/akta-kelahiiran-

adalah-hak-setiiap-anak-iindonesiia-batalkan-uiui-yang-persuiliit-pembuiatan-

akta-kelahiiran (Accessed: 1 December 2025). 

 

Marven Ajels Kasenda dkk., (2025). “Iimpliikasii Puituisan Pengadiilan terhadap 

Keabsahan Peruibahan Data Akta Kelahiiran dalam Pencatatan Siipiil”, 

Khatuiliistiiwa: Juirnal Pendiidiikan dan Sosiial Huimaniiora, Vol. 5, No. 1 

(Maret 2025), hlm. 431–443, DOIi: 

https://doii.org/10.55606/khatuiliistiiwa.v5ii1.6037 

 

Nuigraha, Ii Nyoman Adiitya; Sarjana, Ii Made. (2023). “Peruibahan Nama pada Akta 

Kelahiiran dalam Huikuim Perdata dii Diinas Kependuiduikan dan Pencatatan 

Siipiil Kabuipaten Baduing”, Juirnal Iilmui Huikuim dan Tata Negara, Vol. 1 

(No. 4), pp. 288–302. DOIi: https://doii.org/10.55606/biirokrasii.v1ii4.757 

 

Setiiawan, Harii Harjanto. (2017). “Akta Kelahiiran Sebagaii Hak Iidentiitas Diirii 

Kewarganegaraan Anak”, Sosiio Iinforma, Vol. 3 (No. 01), pp. 26–33. 

Avaiilable at: 

https://ejouirnal.kemensos.go.iid/iindex.php/Sosiioiinforma/artiicle/download

/520/459 (Accessed: 7 December 2025). 

https://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/149/92
https://journal.umj.ac.id/index.php/alqisth/article/view/16312
https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran
https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran
https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran
https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6037
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.757
https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/520/459
https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/520/459


74 

 

 

Setyawan, R. (2021). “Keduiduikan Akta Kelahiiran sebagaii Buiktii Auitentiik dalam 

Siistem Huikuim Iindonesiia”, Juirnal Huikuim Iindonesiia, 28(3). 

Syahpuitrii, Addiinii Zahra; Falleniia, Fay Della; & Syafiitrii, Ramadanii. (2023). 

“Kerangka Berfiikiir Peneliitiian Kuiantiitatiif”, Tarbiiyah: Juirnal Iilmui 

Pendiidiikan dan Pengajaran, Vol. 2 (No. 1), pp. 160–166. Avaiilable at: 

https://juirnal.diikliinko.iid/iindex.php/tarbiiyah/artiicle/download/25/20/183 

(Accessed: 5 December 2025). 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kiitab Uindang-Uindang Huikuim Perdata (Buirgerliijke Wetboek) 

Uindang-Uindang Dasar Negara Repuibliik Iindonesiia 1945 

Uindang-Uindang Repuibliik Iindonesiia Nomor 23 Tahuin 2006 Tentang Admiiniistrasii 

Kependuiduikan 

Uindang-Uindang Repuibliik Iindonesiia Nomor 24 Tahuin 2013 Tentang Peruibahan 

Atas Uindang-Uindang Nomor 23 tahuin 2006 Tentang Admiiniistrasi i 

Kependuiduikan 

LAMAN/WEBSITE UMUM 

KBBIi Dariing. (n.d.). “Akta”. Avaiilable at: https://kbbii.web.iid/akta (Accessed: 5 

December 2025). 

 

  

https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/article/download/25/20/183

